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Gambar 1. Halaman Polres Mukomuko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran II 

 

  

Gambar 2 : Wawancara dengan 
pihak Unit PPA Polres Mukomuko 
terkait penanganan anak korban 
persetubuhan 

Gambar 3 : Narasumber dan 
peneliti di depan gedung Unit PPA 
Polres Mukomuko setelah kegiatan 
wawancara selseai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran III 

 

 
Gambar 5. Surat keterangan dari Kapolres Mukomuko sebagai bukti 
bahwa penelitian ini telah dilaksanakan dan memperoleh izin resmi 
dari pihak berwenang.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran IV 

 

Gambar 6. Dokumen Visum et Repertum 
yang digunakan sebagai alat bukti dan 
bahan pendukung dalam proses 
penanganan kasus kekerasan seksual 
anak di Polres Mukomuko. 

Gambar 7. Keterangan hasil Visum et 
Repertum yang menunjukkan kondisi 
fisik korban sebagai bukti objektif 
dalam proses penyidikan. 

 


